
 

KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR 

 

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR 

NOMOR 39 TAHUN 2025 

TENTANG  

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR 11 TAHUN 2025 TENTANG 

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN 

INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2025 
 

 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR, 

 
 

 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 1032 Tahun 2025 tentang 

Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan 

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Tahun 

Anggaran 2024 maka dianggap perlu dilakukan 

perubahan struktur organisasi pada Tim Teknis Jaringan 

Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur 

Tahun 2025; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur 

tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor    Tahun 2025 

tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan 

Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur 

Tahun 2025; 
 

SALINAN 



 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan 

Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan 

Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);  

  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 182) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6863); 

  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 

Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum 



 
 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 377); 

  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 

tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata 

Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor  21 Tahun 2023 tentang 

Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum 

Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, 

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi 

Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum 

Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 826); 

  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 

tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum 

Komis Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2024 Nomor 799); 

  6. Keputusan Komisi Pemiihan Umum Nomor 

134/Kpts/KPU/2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan 

Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum; 

  7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 

10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan 

Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi 

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 

 

 

MEMUTUSKAN: 
 
 

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN 

TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG PERUBAHAN 

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN 

TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR 11 TAHUN 2025 TENTANG 

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI 



 
 

DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI 

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR 

TAHUN 2025. 

 

KESATU : Menetapkan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan 

Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025 yang terdiri 

dari Tim Pembina dan Tim Teknis sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Keputusan ini. 

KEDUA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU 

bertugas:  

a. merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan 

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di 

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi; 

b. menyusun dan menyempurnakan pedoman/standar 

pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum; 

dan  

c. melakukan supervisi terhadap kualitas pembangunan 

hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu 

wujud tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, 

transparan, efektif dan efisien 

KETIGA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU 

bertugas:  

a. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi 

hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses 

secara cepat dan mudah;  

b. melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang 

berkaitan dengan bidang hukum; 

c. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya 

manusia untuk meningkatkan kapasitas Tim Pengelola; 

dan 

d. melakukan evaluasi per semester dan laporan tahunan 

 

 

 

 



 
 

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 

  Ditetapkan di Muara Sabak 

  pada tanggal 10 Juni 2025 
 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR, 

 

     ttd. 
 

 

                 HODIJATUL QUBRO 
 

 

 
Salinan sesuai dengan aslinya 

SEKRETARIAT  

KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR 

Kasubbag Teknis Penyelenggaran Pemilu  

dan Hukum, 

 

 

Rakhmat Pauzan 



 
 

LAMPIRAN 

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR 

NOMOR 39 TAHUN 2025 

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN 

KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR   

TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN 

TIM PENGELOLA JARINGAN 

DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM 

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN 

UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG 

TIMUR TAHUN 2025 

 

A. TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI 

LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG 

TIMUR TAHUN 2025 
 

NO NAMA JABATAN KEDUDUKAN DALAM TIM 

1. Hodijatul Qubro Ketua Ketua Pembina 

2. Irawan Sunarta Anggota Pembina 

3. Joni Hartanto Anggota Pembina 

4. Juni Yanto Anggota Pembina 

5. Nurwansyah Anggota Pembina 

6. Febriansyah Kurniawan Sekretaris Pembina 

 

B. TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI 

LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG 

TIMUR TAHUN 2025 
 

NO NAMA JABATAN KEDUDUKAN DALAM TIM 

1. Rakmat Pauzan Kasubbag 

Teknis dan 

Hukum 

Pimpinan Redaksi 



 
 

2. Autiya Violeni Kasubbag 

Perencanaan 

Data dan 

Informasi 

Penanggung Jawab 

Jaringan 

3. Prenadia Paramita Kasubbag 

SDM dan 

Parmas 

Penanggung Jawab 

Publikasi 

4. Yuli Kurniasari Kasubbag 

Keuangan, 

Umum dan 

Logistik 

Redaksi Produk Hukum 

5. Sukardi Staf 

Pelaksana 

Subbag 

Teknis dan 

Hukum 

Administrator 

6. Frezia Prima Deza Staf 

Pelaksana 

Subbag 

Teknis dan 

Hukum 

Administrator 

7. Iqbal Hadyan Staf 

Pelaksana 

Subbag 

Teknis dan 

Hukum 

Desain Grafis 

8. Atifa Awdia Ramadani Staf 

Pelaksana 

Subbag 

Teknis dan 

Hukum 

Anggota Redaksi Produk 

Hukum 



 
 

9. Sudirman Staf 

Pelaksana 

Subbag 

Teknis dan 

Hukum 

Anggota Redaksi Produk 

Hukum 

 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR, 

 

     ttd. 
 

 

HODIJATUL QUBRO 

 

 

 

 

 

 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 

SEKRETARIAT  

KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR 

Kasubbag Teknis Penyelenggaran Pemilu  

dan Hukum, 

 

 

Rakhmat Pauzan 


